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ABSTRAK:  Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan kehidupan local, nasional, dan 

internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, 

terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan 

perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta 

penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public dalam 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem 

pendidikan. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan 

merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah, maka perllu pengaturan untuk memberikan 

kepastian hokum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

Bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka penyelenggaraan 

pendidikan harus dilaksanakan dengan biaya murah namun tetap 

memperhatikan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta tata 

kelola dalam sistem pendidikan. 

 Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU 

No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No.16 Tahun 2001 

tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

UU No.23 Tahun 202 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 

diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 

No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah 

No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. 

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah 

No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Pemerintah No.48 

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No.74 



Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah 

No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturam Pemerintah No.17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

 Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Dan 

Tujuan Pendidikan, Asas Dan Fungsi Pendidikan, Hak Dan Kewajiban, 

Pengelolaan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Formal, 

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, Penyelenggaraan Pendidikan 

Informal, Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, Dan Penutupan 

Satuan Pendidikan, Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah, 

Pendidikan Inklusif, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan 

Keagamaan, PPK, Pendidikan Lintas Satuan Dan Jalur Pendidikan, 

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan, Kepala Sekolah, Kurikulum, Bahasa Pengantar, Evaluasi, 

Akreditasi Dan Sertifikasi, Pengawas Sekolah, Sarana Dan Prasarana, 

Pendanaan, Penjaminan Mutu, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, 

Kerjasama, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan 

Pidana, Ketentuan Penutup. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 

2018. 
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